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KEBIJAKAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
secara nyata adalah payung dan jaminan hukum bagi setiap orang
dalam mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh informasi.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, sangat pokok sekali
sebagai landasan hukum dari hak setiap orang 
untuk memperoleh  informasi publik dan kewajiban badan publik 
dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat,
tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara
yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka
penyelenggaraan negara diawasi publik,
penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan.

Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan,
akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat
yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu syarat
untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 
di Pemerintah Kabupaten Lumajang secara hukum berdasarkan 
Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/132/427.12/2021
tentang Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
Pemerintah Kabupaten Lumajang
dan juga Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi,
badan publik akan termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi
pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Dengan demikian, hal itu akan dapat mempercepat terwujudnya 
pemerintahan yang baik (good governance).
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Ketersediaan anggaran dalam mendukung
kegiatan pengelolaan informasi publik bersumber
dari DPA Dinas Komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

1. Pembelian paket data internet untuk Admin PPID Utama
2. Rapat Koordinasi PPID Utama dengan PPID Pelaksana

Di tahun 2021 sangat sedikit sekali kegiatan yang dilakukan,
dikarenakan adanya refokusing anggaran
yang menyebabkan penyelenggaraan kegiatan PPID
tidak bisa berjalan dengan baik.

ANGGARAN &
PENGGUNAAN
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PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DOKUMEN

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada
di lingkup PPID Pemerintah Kabupaten Lumajang dihimpun
di Bidang Informasi Publik
seksi Pelayanan Informasi Publik yang dikelola
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika  Kabupaten Lumajang.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan
informasi publik adalah:
1. Membuat pedoman daftar informasi publik berkala,
agar admin PPID Pembantu dapat secara langsung 
mengklasifikasikan daftar informasi yang ada
di badan publiknya serta mengunggahnya ke website PPID badan publik.
2. Aktif berkoordinasi dengan admin PPID Pembantu 
saat pengunggahan daftar informasi publik 
ke masing-masing website PPID badan publik.

Untuk informasi umum yang berkaitan dengan PPID 
Pemerintah Kabupaten Lumajang yaitu Surat Keputusan Bupati,
SOP PPID, serta profil Pemerintah Kabupaten Lumajang,
Pedoman Umum dan Petunjuk pelaksanaan program kegiatan
sudah diunggah melalui website http://lumajangkab.go.id dan
http://ppid.lumajangkab.go.id.

Pengelolaan dokumen dilakukan dengan cara menyimpan 
semua dokumen yang sudah diunggah di website pada server.
Hal tersebut bertujuan agar lebih mudah dan praktis
dalam menyimpan dokumen.

GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
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Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
pelaksanaan informasi dan dokumentasi di lingkup PPID
Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah diselenggarakan
dengan baik. Jika ada pemohon informasi publik 
yang mengajukan permohonan, akan dilayani 
sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku.
Hingga akhir tahun 2021, terdapat 25 permohonan informasi
yang dilayani melalui website maupun email resmi 
PPID Kabupaten Lumajang.

GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
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Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan 
dan pelayanan Informasi publik pada PPID Kabupaten Lumajang,
mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan atau pelayanan informasi publik 
serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama 
dibantu oleh PPID Pelaksana.

Pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Lumajang
dikelola Bidang Informasi Publik dan dibantu
staf Seksi Pelayanan Informasi Publik dalam pelaksanaan 
tugas sehari-hari, yaitu menghimpun informsi publik 
yang wajib disediakan dan juga melaksanakan pelayanan 
kepada pemohon informasi.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diakses
pada website PPID milik Pemerintah kabupaten Lumajang,
dengan alamat http://ppid.lumajangkab.go.id.
Selain melalui website, PPID Kab. Lumajang juga bisa diakses 
melalui aplikasi Lumajang Bersahabat.

Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan 
informasi publik di PPID Pemerintah kabupaten Lumajang, 
PPID Utama maupun PPID Pelaksana  
tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan 
yang dilaksanakan oleh PPID Utama, 
tetapi juga mempelajari dan menelaah 
peraturan perundang-undangan yang ada, 
maupun dari sumber bacaan lain yang relevan. 

KONDISI SUMBER DAYA
PENGELOLA
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Admin PPID Utama

KONDISI SUMBERDAYA
PENGELOLA

Konsultasi antara Admin PPID Pelaksana 
dengan Admin PPID Utama

terkait pengumpulan daftar informasi publik
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Hambatan pengelolaan pelayanan informasi publik antara lain 
seluruh pejabat/aparat belum semua memahami 
tentang pentingnya penyediaan materi/informasi publik
yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk
dalam kategori informasi yang dikecualikan.

Selain itu, staf dan pejabat unit kerja di lingkup
Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai penghasil
informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan
dokumen-dokumen tentang publik kepada PPID,
termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan
pelayanan informasi publik. Serta masih kurang respon masyarakat 
dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dan juga
masih adanya berbagai organisasi masyarakat
yang memanfaatkan keterbukaan informasi publik
sebagai sarana untuk mencari keuntungan.

Kondisi pandemi covid-19 yang terjadi di tahun 2021
juga mengakibatkan penyelenggaran beberapa program terkait 
peningkatan kapasitas ketua atau admin PPID menjadi terhambat.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya
pengelolaan informasi publik yaitu diperlukan sosialisasi serta bimbingan
teknis secara terus menerus di lingkungan badan publik
Pemerintahan Kabupaten Lumajang. 

KENDALA
EKSTERNAL & INTERNAL
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Pengelolaan pelayanan informasi publik
di lingkup PPID Kabupaten Lumajang
telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana.
Fasilitas yang tersedia adalah Desk Permohonan 
Informasidan perangkat komputer, serta 
perangkat lainnya yang berada di 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang

Ruang Layanan Informasi Publik
PPID Kabupaten Lumajang

SARANA &
PRASARANA
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Website
PPID Kabupaten Lumajang

SARANA &
PRASARANA
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Aplikasi Pendukung
PPID Kabupaten Lumajang

Aplikasi 
Lumajang Bersahabat

Aplikasi 
PPID Kabupaten Lumajang

SARANA &
PRASARANA
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Alur Permohonan Informasi

SARANA &
PRASARANA

Alur Penyusunan DIP

Alur Uji Konsekuensi DIP Alur Sengketa Informasi
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Struktur Organisasi
PPID Kabupaten Lumajang

SARANA &
PRASARANA

Maklumat Pelayanan
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Daftar Inventaris Barang
PPID Kabupaten Lumajang

Jam Layanan Informasi Publik
PPID Kabupaten Lumajang

SARANA &
PRASARANA
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B A B  I
PPID

Pejabat 
Pengelola 
Informasi 
dan Dokumentasi

K A B U P A T E N   L U M A J A N G

20212021

L A P O R A N  T A H U N A N
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Laporan Tahunan PPID 2021  
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
 

Dengan disahkannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah 

menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, 

Thailand dan Nepal dalam hal pelembagaan kerangka hukum 

bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-

proses penyelenggaraan pemerintahan. 

 

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat 

publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka 

kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, 

dokumen dan data diintegerasikan sebagai bagian dari fungsi 

birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang 

tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi 

informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan 

kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib 

dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan 

alasan tertentu. 

 

Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap 

sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik 

khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta 

informasi antar unit kerja di lembaga publik masing-masing. 

Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dalam kerangka 

kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil 

kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi 
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Laporan Tahunan PPID 2021  
 
 

publik dapat dijalankan dengan baik. Untuk dapat 

menjalankan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan 

sederhana setiap Badan Publik perlu menunjuk Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah 

pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi 

di Badan Publik. Selanjutnya Tugas dan Tanggung Jawab PPID 

dijabarkan dalam PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

 

Untuk menjalankan tugasnya, baik Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi PPID (PPID), memerlukan 

kompetensi di bidang pengelolaan data, informasi dan 

dokumentasi lembaga publik. Penyusunan laporan ini 

bertujuan mengingatkan agar setiap personil yang memiliki 

tanggung jawab dalam pengelolaan informasi dan 

dokumentasi pada suatu Badan Publik Negara memiliki 

kemampuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya. 

 

 

B. DASAR PENYELENGGARAAN  
1. Undang-undang Dasar 1945 

 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 
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Laporan Tahunan PPID 2021  
 
 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 
 

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 
 

7. Perda Provinsi Jawa Timur No. 8 Tahun 2011 tentang 

Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah 

Tahun 2011 No. 7 Seri E) 
 

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur. 
 

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang 

Standar Layanan Informasi Publik. 
 
 

10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang 

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Lumajang. 
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Laporan Tahunan PPID 2021  
 
 
 

C. TUJUAN 
 

Bahwa tujuan dibuatnya Laporan Layanan Informasi ini sebagai 

bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Kabupaten 

Lumajang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 

Tahun 2021. Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan 

tanggungjawab yang diperintahkan Peraturan Komisi Informasi 

Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, 

melainkan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip Keterbukaan 

Informasi Publik dan Akuntabilitas kepada Masyarakat. Selain itu, 

tujuan penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik serta para 

pengambil keputusan dalam rangka: 

 

1. Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggung 

jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan publik; 
 

2. Menilai suatu kinerja pelayanan publik dengan berdasarkan 

persepsi masyarakat pengguna pelayanan; 

3. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara 

penanggung jawab, penyelenggara, dan pelaksana pelayanan 

publik dengan pengguna pelayanan; 
 

4. Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan,pengembangan dan 

penganggaran kegiatan pelayanan publik; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABUPATEN  LUMAJANG | 

 

4 
 

  
    



B A B  II
PPID

Pejabat 
Pengelola 
Informasi 
dan Dokumentasi

K A B U P A T E N   L U M A J A N G
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L A P O R A N  T A H U N A N
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Laporan Tahunan PPID 2021  
 
 

BAB II 

TUGAS PPID KABUPATEN LUMAJANG 
 

 

A. Tugas Dan Tanggungjawab PPID 
 

PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang 

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau 

pelayanan informasi di badan publik. PPID harus sudah ditunjuk 

paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah 

mengenai Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini 

diundangkan. 

 

Tugas dan tanggungjawab  PPID sebagaimana  diatur dalam 

PP Nomor  61  pasal  14, diantaranya: 

 

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan 

pengamanan informasi; 

2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; 

3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; 

4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi 

Publik; 

5. Pengujian Konsekuensi; 

6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya; 

7. Penetepan informasi yang dikecualikan yang telah habis 

jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang 

dapat diakses. 

8. Penetapan  pertimbangan  tertulis  atas  setiap  kebijakan  yang 

diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi 

Publik. 
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Laporan Tahunan PPID 2021  
 
 

B. Sarana Dan Prasarana 
 

Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui PPID meningkatkan 

pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan 

layanan informasi dan dokumentasi melalui beberapa media demi 

mendukung kelancaran penanganan pelayanan informasi publik, 

antara lain sebagai berikut: 

➢ Melalui Website  

a. Lumajangkab.go.id 

b. ppid.lumajangkab.go.id 

➢ LPPL Radio Suara Lumajang 

➢ Media Sosial  

a. Fanpage Kabupaten Lumajang  

b. Facebook Lapor Lumajang  

c. Fanpage LPPL Suara Lumajang  

d. Instagram @ppidlumajang 

e. Instagram @diskominfolumajang  

f. Instagram @lumajang_kab  

g. Twitter @lumajang_kab  

h. Youtube Channel Kabupaten Lumajang 

➢ Pengaduan melalui Website laporlumajangkab.go.id dan Group 

Fb Lapor Lumajang. 

➢ Melalui Aplikasi Android Lumajang Bersahabat dan Aplikasi PPID 

Kab. Lumajang 

➢ Melalui Tatap muka / sosialisasi  

➢ Melalui group Whatsapp untuk mempermudah koordinasi antara 

PPID Utama dengan PPID Pelaksana dalam melakukan 

pemenuhan Layanan Informasi Publik  

➢ Ruang pelayanan PPID  
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C. Mekanisme  
 

Dalam melaksanakan tugasnya PPID Kabupaten Lumajang 

mengacu pada beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) 

yang telah dimiliki, sebagai berikut :  

➢ SOP Fasilitasi Sengketa Informasi  

➢ SOP Penanganan Keberatan Informasi  

➢ SOP Penyusunan Informasi Publik  

➢ SOP Permohonan Informasi Publik  

➢ SOP Uji Konsekuensi Informasi  

Berikut mekanisme permohonan informasi secara manual : 

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi 

mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan 

fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi. 
 

2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan 

informasi publik kepada pemohon informasi publik.  

3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik 

sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang 

telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik. 

4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang 

diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi 

yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID 

menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi 

Publik kepada Pengguna Informasi Publik. 

6. Membukukan dan mencatat. 
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Berikut mekanisme permohonan informasi secara online : 

1. Pemohon informasi mengisi formulir permintaan informasi 

dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna 

informasi pada webssite ppid.lumajangkab.go.id 
 

2. Petugas akan melakukan verifikasi data serta mengirimkan 

tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik 

kepada pemohon informasi publik ke email pemohon 

informasi. 

3. Petugas menghubungi Admin PPID Pelaksana untuk 

memberikan tanggapan sesuai permintaan si pemohon. 

4. Admin PPID Pelaksana menyerahkan informasi sesuai 

dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. 

Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori 

dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

5. Tanggapan atau jawaban akan terekap dalam system 

server. 
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D. Capaian 

 

Pada tahun 2021 ini, gambaran umum pelayanan informasi  publik 

melalui PPID Kabupaten Lumajang telah berjalan baik  

sebagaimana mestinya. Berbagai informasi maupun dokumentasi 

publik sudah tersaji di website PPID Kab. Lumajang dan dapat 

diakses oleh masyarakat maupun pemohon informasi publik.  

Namun demikian masih diperlukan perbaikan dan peningkatan 

kinerja PPID utama dan peran serta bagi PPID pembantu untuk 

menunjang keterbukaan informasi publik.  

 

Sepanjang perjalanan Tahun 2021, PPID Kabupaten Lumajang 

telah melaksanakan beberapa kegiatan yang diharapkan mampu 

menambah khasanah keterbukaan informasi publik di Kabupaten 

Lumajang khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Kegiatan PPID Kabupaten Lumajang tahun 2021 yang 

telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

1. Penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Kabupaten 

Lumajang tahun 2021. 

2. Membuat SK Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi 

dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Kabupaten Lumajang Tahun 2021. 

3. Re-design website PPID 

4. Melaksanakan koordinasi pengelolaan pelayanan informasi 

dengan Admin PPID Pembantu. 

 

 

 

KABUPATEN  LUMAJANG | 

 

9 
 

  
    

 
 



Laporan Tahunan PPID 2021  
 
 

5. Pembinaan Admin PPID Pembantu dalam rangka 

pengumpulan daftar informasi publik PPID Pembantu. 

6. Hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Publik 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, PPID Kabupaten Lumajang 

berada pada peringkat 14 serta masuk dalam nominator 

Penyedia Informasi Berkala Terbaik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABUPATEN  LUMAJANG | 

 

10 
 

  
    

 



Laporan Tahunan PPID 2021  
 

 
Tabel : 1.1 

 

TANDA KELENGKAPAN PENGELOLA INFORMASI PUBLIK 
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 

  

 NO   KELENGKAPAN PPID 
KETERANGAN 

     

       

     ADA TIDAK 
       

1   Pedoman Umum tentang PPID 
✓ 

 

     

 2   Daftar Informasi Publik (DIP)   
     ✓  

3   Standar Operasional Prosedur (SOP) 
✓ 

 
     

 4   Buku Registrasi 
✓ 

 
      

5   Form. Permohonan Informasi Publik 
✓ 

 
     

 6   Form. Permohonan Keberatan 
✓ 

 
      

7   Form. Tanda Bukti Penerimaan Permohonan ✓  
      

 8   Form. Tanda Bukti Penerimaan Keberatan 
✓ 

 
      

9   Meja pelayanan informasi ✓  
      

 10   Informasi publik melalui Web 
✓ 

 
      

11   Petugas Front desk ( Layanan PPID) 
✓ 
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Gambar : 1.1 
Proses Permohonan Informasi  

 

PROSES PERMOHONAN INFORMASI 
 

 

  
Pengajuan 

• Jika PPID tidak 
   

memberitahukan   Permohonan  

    kebutuhan 
   (10 + 7) hari kerja perpanjangan, 
    

    pemohon dapat 
Selesai  Puas?  mengajukan kepada 
 Y  atasan PPID 
    

  T • Maksimum waktu 
  Pengajuan 30 hari kerja perpanjangan adalah 7 
   

hari kerja  Keberatan ke  

  Atasan • Jika Atasan PPID tidak 
   

30 hari kerja 
memberikan jawaban, 

   berarti sama dengan     

Selesai  
Puas? 

 penolakan 

Y • Pemohon diberikan   

  T  waktu maksimum 14 
  

14 hari kerja hari kerja untuk    

  Pengaduan  mengajukan keberatan 
  Sengketa ke  
   

melalui komisi informasi  KOMISI INFORMASI  
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Tabel : 1.2 
PERMINTAAN/PERMOHONAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT PADA 

PPID KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 
 

NO 

PEMOHON JUMLAH 
PERTANYAAN 

PELAYANAN 

KELOMPOK JUMLAH SELESAI MEDIASI AJUDIKASI 

1. Masyarakat/perorangan 25 25 25   

2. LSM - - -   

3. Sekolah - - - - - 

4. Peruguran Tinggi - - - - - 

5. Lembaga Penelitian - - - - - 

6. Lain-lain - - - - - 

 JUMLAH 25 25 25 0 0 

 
 

Tabel : 1.3 
PERMINTAAN /PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 

(Melalui website, email, dan datang ke desk layanan) Tahun 2021 
 

            

       STATUS  WAKTU  
  

NO BULAN 
PERMINTAAN PERMOHONAN      

KETERANGAN   

INFORMASI INFORMASI 
     

     

Permintaan Permohonan         

      Dipenuhi Ditolak Proses Informasi Informasi  
            
            

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1   JANUARI  2 2 - -  9, 18  

  2 FEBRUARI  2 2 - -  22, 23  

  3 MARET  3 3 - -  5, 9, 14  

  4 APRIL  4 4 - -  1, 14, 14, 25  

  5 MEI  2 2 - -  24, 27  

  6 JUNI  0 0 - -  -  

  7 JULI  4 4 - -  5, 12, 21, 23  

  8 AGUSTUS  1 1 - -  16  

  9 SEPTEMBER  2 2 - -  28, 28  

  10 OKTOBER  1 1 - -  13  

  11 NOVEMBER  4 4 - -  8, 9, 20, 30  

  12 DESEMBER  0 0 - -  -  

   JUMLAH  25 25      
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Gambar : 1.2 
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Gambar :1.3  
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E. Analisa data layanan informasi publik 

Daftar informasi publik (DIP) untuk tahun 2021 sebanyak 788 

informasi yang terdiri dari informasi setiap saat sebanyak 53 

informasi atau setara dengan 5,87%, informasi serta merta 

sebanyak 62 informasi atau setara dengan 6,87%, dan informasi 

berkala sebanyak 788 informasi atau setara dengan 87,26%. 
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L A P O R A N  T A H U N A N
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BAB III 
 

PENUTUP 
 

A. Saran dan Kesimpulan 
 

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik terhadap 

masyarakat sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan 

seperti yang diharapkan, walaupun masih ada ada 

beberapa yang harus dibenahi. 

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada di 

bawah kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Lumajang, 

diharapkan masing-masing satuan kerja di lingkup PPID 

Pelaksana dapat memberikan dokumen-dokumen terkait 

informasi publik  sesuai dengan ketentuan yang ada dalam 

UU No. 14 Tahun 2008 kepada PPID Utama, agar seluruh 

dokumen informasi dapat terdokumen dengan baik. Selain 

itu, PPID Utama juga aktif berkoordinasi dengan PPID 

Pelaksana dalam rangka pemenuhan daftar informasi 

publik. Serta disampaikan pula kepada Badan Publik agar 

tidak ragu untuk menginformasikan seluruh informasi 

publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku agar tercipta transparansi dalam penyelenggaraan 

negara untuk mewujudkan good governance. 

 

Tantangan ini memerlukan perhatian khusus, bukan saja 

pengembangan objek-objek baru tetapi juga 

pengembangan pola dan sistem kerja yang lebih luas, 

namun atas dasar pertimbangan prioritas. 
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LAMPIRAN
PPID

Pejabat 
Pengelola 
Informasi 
dan Dokumentasi

K A B U P A T E N   L U M A J A N G

L A P O R A N  T A H U N A N

20212021
ppid.lumajangkab.go.id ppid@lumajangkab.go.id #HAKANDAUNTUKTAHU



DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN LUMAJANG 

 

 

 

Acara : Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Publik 

Tempat : Ruang Nararya Kirana Lantai III Kantor Lumajang 

Tanggal : 8 Februari 2021 
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DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN LUMAJANG 

 

 

Acara : Rapat Koordinasi Pemenuhan Dokumen Monev Keterbukaan Informasi Publik 

Tempat : Ruang Rapat Lantai II Dinas Kominfo Kab. Lumajang 

Tanggal : 23 September 2021 
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DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT KOORDINASI 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN LUMAJANG 

 

 

Acara : Rapat Koordinasi Pembuatan Draf Perbup Pedoman Pelayanan Informasi Publik 

Tempat : Zoom Meeting 

Tanggal : 21 Agustus 2021 
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DAFTAR PERMOHONAN INFORMASI 

PADA WEBSITE PPID KABUPATEN LUMAJANG 
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